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ABSTRACT 

The problem in this study is how criminal responsibility and proof for 
embezzlement in employment relations in Decision Number 119 / Pid.B / 

2019 / PN Gst, what is the role and function of Judges in the law. The results 
showed: The criminal liability of perpetrators of embezzlement in employment 
relations in Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst, if you look at Article 

374 of the Criminal Code as demanded by the Public Prosecutor is a threat 
through a maximum sentence of 5 years.   The role of the Judge in law through 
his decision is based on Article 1 paragraph (8) of the Code of Criminal 

Procedure which states that the Judge is a state judicial official authorized by 
law to prosecute.  The legal analysis of the decision of the Gunung Sitoli 

District Court Judge who decided to acquit the defendant Agustina Ndraha in 
Decision Number 119/Pid.B/2019/PN Gst was considered inappropriate, 
because the free verdict decided by the Panel of Judges regarding the 

embezzlement case in employment relations submitted by the Public 
Prosecutor on the basis that the Judge did not apply the law properly, namely 
in legal considerations on incriminating matters and mitigating the Defendant 

regarding the conviction of the Defendant. 
Keywords: acquittal, embezzlement in employment relations, criminal 

liability 
 

ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban 
pidana dan pembuktian tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja 

dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, bagaimana peran dan fungsi 
Hakim dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan: Pertanggungjawaban 
pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dalam 

Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, jika melihat Pasal 374 KUHP 
sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah ancaman melalui 
pidana penjara paling lama 5 tahun. Peran Hakim dalam hukum melalui 

putusannya didasarkan pada Pasal 1 ayat (8) KUHAP yang menyatakan 
bahwa Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang menurut 

undang-undang untuk melakukan penuntutan. Analisa hukum terhadap 
putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memutus bebas 
terhadap terdakwa Agustina Ndraha dalam Putusan Nomor 

119/Pid.B/2019/PN Gst dinilai kurang tepat, karena putusan bebas yang 
diputus oleh Majelis Hakim terkait perkara tindak pidana penggelapan dalam 

hubungan ketenagakerjaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan alasan Hakim kurang menerapkan hukum sebagaimana mestinya 
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yaitu pada pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan dan 
yang meringankan Terdakwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada 

Terdakwa. 
Kata Kunci: putusan bebas, penggelapan dalam hubungan kerja, 
pertanggungjawaban pidana

 
PENDAHULUAN 

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) adalah Penggelapan. Tindak pidana penggelapan 
merupakan suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan kepercayaan 

dan harta kekayaan. Tindak pidana Penggelapan (verduistering) diatur dalam 
Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Pengertian 

dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. 
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dituangkan dalam Pasal 372 yang 
dirumuskan sebagai berikut: 

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 
barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang 
lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, 

dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- 

(Sembilan ratus rupiah).” 
 

Penggelapan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah 

penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu: 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena 
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun”.  

 
Faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan dengan pemberatan 

(Geequalificeerde Verduistering) menurut Pasal 374 tersebut, didasarkan 

pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai 
benda yang digelapkan (Chazawi, 2003). Berdasarkan uraian berdasarkan 

bunyi Pasal 374 diatas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk 
memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 374 adalah sebagai 
berikut: 

a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372); 
b. Unsur - unsur khusus yang memberatkan, yaitu suatu benda berada 

dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: 
1) Karena ada hubungan kerja; 
2) Karena mata pencaharian; 

3) Karena mendapatkan upah untuk itu (Chazawi, 2003). 
 
Salah satu perkara tindak pidana penggelapan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah perkara yang telah diputus dalam Putusan Nomor 
119/Pid.B/2019/PN Gst dengan Agustina Ndraha sebagai Terdakwa. 

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur barang 
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siapa, dengan sengaja, dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tetapi 

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menilai bahwa 
unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.  

Karena unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa  
haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga 

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. 
Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa putusan bebas dalam 

perkara pidana, termasuk penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 

KUHP, kerap dipengaruhi oleh keraguan hakim terhadap terpenuhinya unsur 
delik. Penelitian Ditho Kriswidyo Utomo (2021) menunjukkan bahwa dalam 

kasus penggelapan yang didahului oleh hubungan hukum keperdataan, 
seperti sewa-menyewa mobil, perbuatan pidana tidak serta-merta dapat 
dibuktikan jika unsur mens rea atau niat jahat tidak tampak jelas; sehingga 

pertanggungjawaban pidana sulit ditegakkan dan berpotensi melahirkan 
putusan bebas (Utomo, 2021). Hal serupa juga diungkapkan oleh Oloan Sirait 

(2022) dalam kajiannya atas putusan No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt, yang 
menyimpulkan bahwa kekeliruan dalam membedakan wanprestasi dengan 
tindak pidana penggelapan dapat mengakibatkan penerapan hukum yang 

keliru, bahkan berujung pada kritik terhadap vonis bersalah yang 
seharusnya merupakan perkara perdata (Sirait, 2023). Sementara itu, dalam 
konteks tindak pidana korupsi, Yonathan Sebastian Laowo (2018) 

mengungkap bahwa putusan bebas dalam perkara pidana kerap menjadi isu 
yuridis dan politis, karena jaksa dibatasi oleh ketentuan Pasal 244 KUHAP 

untuk tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, yang dapat 
menghambat efektivitas penegakan hukum (Laowo, 2018). Secara 
keseluruhan, kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya pembuktian 

yang cermat terhadap unsur-unsur delik dan pemahaman mendalam 
terhadap batas antara ranah keperdataan dan pidana agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. 
Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ini 

dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst dengan Agustina Ndraha 

sebagai Terdakwa menjadi hal yang menarik untuk ditinjau kembali, 
mengingat dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, pengadilan 
merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan 

harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk 
mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah 

melalui badan peradilan tersebut, di mana penegakan hukum acara pidana 
juga harus ditegakkan. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 

normatif atau penelitian hukum normatif, di mana pendekatan terhadap 
permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan bahan hukum lainnya (Ali, 2010; Soekanto & Mamudji, 

2012) yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan 
pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu Undang-Undang 

yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman, juga literatur yang membahas masalah penegakan 

hukum pidana dan putusan bebas atas tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan yang relevan dengan penelitian ini, serta wawancara dengan Jaksa 

Penuntut Umum dalam kasus ini. Semua literatur akan dianalisis 
menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Analisis data 
dilakukan dengan memeriksa dan mengevaluasi semua data yang 

dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian keseluruhan data tersebut 
akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif (Soekanto & 

Mamudji, 2012). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pidana Penggelapan 

dalam Hubungan Kerja. 
Berdasarkan putusan nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, Terdakwa telah 

didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa, dengan sengaja, 
dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tetapi Majelis Hakim yang 
memeriksa dan memutus perkara ini menilai bahwa unsur-unsur tersebut 

tidak terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.  Karena unsur dari 
Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah 
dibebaskan dari dakwaan tersebut. 

Dalam perkara penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan 
Terdakwa Agustina Ndraha, tidak ada tanda-tanda pada diri Terdakwa tidak 
sehat. Oleh karena itu Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. 

Hal ini terbukti bahwa Terdakwa selaku kasir pada PT. Telesindo Cabang 
Kabupaten Nias Selatan. Adapun selaku kasir, Terdakwa bertanggung jawab 

atas sebuah brankas berikut segala isi didalamnya karena brankas tidak 
dapat dibuka tanpa mengetahui passwordnya, dan dalam hal ini yang 
mengetahui password atau kode brankas tersebut hanya Terdakwa Agustina 

Ndraha dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. 
Berdasarkan keterangan salah satu saksi selaku Teknisi brankas, 

barang bukti berupa 1 (satu) batang besi, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah 
obeng, dan 1 (satu) buah pisau tidak dapat merusak sistem keamanan yang 
ada pada brankas. Selain itu saksi selaku teknisi brankas juga memeriksa 

keadaan brankas, dan saksi selaku teknisi brankas menyatakan bahwa 1 
(satu) unit brankas merk chubb milik PT.Telesindo Cabang Kabupaten Nias 

Selatan masih dapat dipergunakan dengan baik, dan tidak ada ditemukan 
proses pembukaan secara paksa yang merusak brankas tersebut. 

Penjatuhan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap 

terdakwa dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst pada dasarnya 
merupakan wujud pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindak pidana 
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yang dilakukannya, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan 
 

B. Pembuktialn atals Tindalk Pida lnal Penggelalpaln da llalm Hubungaln Kerjal 
Paldal Putusa ln Nomor 119/PID.B/2019/PN.GST 

Pembuktia ln aldallalh penyaljialn allalt-allalt bukti ya lng salh menurut hukum 

kepaldal Halkim ya lng memeriksal sualtu perkalral denga ln tujualn memberikaln 
kepalstialn tenta lng kebenalraln peristiwa l yalng dikemukalkaln. Pembuktialn 
merupalkaln hall terpenting da llalm menentuka ln bersallalh tidalknyal seseoralng 

yalng disalngkalka ln melalkukaln tindalk pidalna (Heryawan, 2019) l. Jalksal selalku 
Penuntut Umum tela lh diberikaln kewena lngaln oleh Unda lng-Undalng untuk 

melalkukaln penuntuta ln daln da ln melalksalnalkaln peneta lpaln Halkim halrus 
melalkukaln penuntuta ln dengaln berhalti-halti dallalm melimpa lhkaln 
pembuktialn kepaldal Halkim. Menurut Pa lsall 184 alyalt (1) KUHALP, allalt bukti 

yalng salh aldallalh sebalgali berikut: 
a. Ketera lngaln salksi; 

b. Ketera lngaln alhli; 
c. Suralt; 
d. Petunjuk 

e. Ketera lngaln terdalkwal. 
 
Dallalm Putusa ln Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, a llalt bukti ya lng 

dihaldirkaln oleh Penuntut Umum a lntalral lalin: 
a. Balralng-balralng bukti berupal: 

1) 1 (sa ltu) bualh malrtil, terbualt dalri besi daln bergalgalng kalyu; 
2) 1 (sa ltu) bualh pisalu aldalt nials bergalgalng kalyu dengaln salrung yalng 

terbualt dalri alluminium; 

3) 1 (sa ltu) baltalng besi bekals kuals gulung calt dinding; 
4) 1 (sa ltu) bualh obeng bungal bergalgalng plalstik. 

Malsing-malsing diralmpals untuk dimusnalhkaln; 

1) 1 (sa ltu) bualh kunci bralnkals dengaln palnjalng sekiral 16,5 cm (enalm 
bela ls komal limal centimeter) yalng terbualt dalri kuningaln; 

2) 1 (sa ltu) unit bralnkals merk chubb; 
3) 1 (saltu) lembalr halsil aludit kerugialn PT. Telesindo tertalnggall 05 

November 2018; 

b. Ketera lngaln salksi-salksi di persidalngaln ya lng memiliki keterikaltaln 
hubungaln kerjal dengaln terdalkwal; 

c. Ketera lngaln terdalkwal di persidalngaln; 
d. Salksi-salksi yalng meringalnkaln (al de chalrge) yalng dialjukaln oleh 

terdalkwal. 

 
Proses pemeriksa laln di depa ln persidalngaln menurut KUHALP memiliki 

alsals salling memiliki koordina lsi, di malnal aldalnyal salling keterkalitaln alntalral 
penegalk hukum demi tercipta lnyal sistem persidalngaln yalng berjallaln balik. 
Dallalm proses pembuktia ln sesuali Palsall 183 KUHA LP yalitu mengenali sistem 

pembuktialn Undalng-Undalng secalral negaltif (Negaltief Wettelijk Stelsel), yalitu 
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paldal dalsalrnyal dallalm menentuka ln bersallalh altalu tidalknyal terdalkwal alpalbilal 
kesallalhaln yalng dida lkwalkaln kepa ldalnyal dalpalt dibuktikaln dengaln allalt-allalt 
bukti yalng salh menurut Unda lng-Undalng sekalligus keterbuktia ln kesa llalhaln 

taldi diiringi dengaln keyalkinaln Halkim (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981, Article 183). Da llalm 

Putusaln Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst  pun Ma ljelis Halkim menja ltuhkaln 
putusaln setela lh mengumpulkaln a llalt-allalt bukti sesua li Palsall 184 a lyalt (1) 
KUHALP yalitu keteralngaln salksi, petunjuk da ln ketera lngaln terdalkwal, da ln telalh 

memperoleh keya lkinaln balhwal Terda lkwal dalpalt dinya ltalkaln telalh mela lkukaln 
tindalk pidalnal yalng didalkwalkaln kepa ldalnyal, yalitu Palsall 374 KUHP, ya litu 
“Penggelalpaln ya lng dilalkukaln oleh ora lng yalng pengua lsalalnnyal terha ldalp 

balralng disebalbkaln kalrenal aldal hubunga ln kerjal altalu kalrenal pencalrialn altalu 
kalrenal mendalpalt upalh untuk itu” (Indonesia, 2023, Article 374). 

 
C. Peraln Daln Fungsi Ha lkim Dallalm Hukum Mela llui Putusalnnyal 

Secalral singkalt, putusaln bebals aldallalh putusaln pengaldilaln yalng 

membebalskaln terdalkwal dalri dalkwalaln, kalrenal menurut pendalpalt 
pengaldilaln terdalkwal tidalk terbukti dengaln salh daln meyalkinkaln bersallalh 

melalkukaln tindalk pidalnal yalng didalkwalkaln kepaldalnyal. Dibebalskaln dalri dalri 
tuntutaln hukum, dibebalskaln dalri pemidalnalaln (Prakoso, 1985). Secalral 
yuridis, putusa ln bebals dijelalskaln dallalm Palsall 191 alyalt (1), yalng berbunyi: 

“Jikal pengaldilaln berpendalpalt balhwal halsil pemeriksalaln di sidalng 
kesalkalhaln terdalkwal altals perbualtalnnyal tida lk terbukti secalral salh daln 
meyalkinkaln, malkal terdalkwal diputus bebals.” 

  
Putusaln bebals terdiri altals putusaln bebals yalng tidalk memenuhi alsals 

pembuktialn menurut Undalng-Undalng secalral negaltif yalng terdalpalt paldal 
Palsall 183 KUHALP, yalitu: 

“Halkim tidalk boleh menjaltuhkaln pidalnal kepaldal seseoralng kecualli 

alpalbilal dengaln sekuralng-kuralngnyal terdalpalt 2 (dual) allalt bukti yalng 
salh ial memperoleh keya lkinaln balhwal sua ltu tindalk pidalnal benalr-

benalr terjaldi daln balhwal terdalkwal lalh yalng bersallalh melalkukalnnyal.” 
 
Palsall 1 alngkal 5 Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng 

Kekualsalaln Kehalkimaln, memberikaln definisi Halkim yalitu, Halkim aldallalh 
Halkim paldal Malhkalmalh ALgung da ln Halkim paldal baldaln peraldilaln yalng beraldal 
di balwalhnyal dallalm lingkungaln peraldilaln umum, lingkungaln peraldilaln 

algalmal, lingkungaln peraldilaln militer, lingkunga ln peraldilaln taltal usalhal 
negalral, daln Ha lkim paldal pengaldilaln khusus yalng beraldal dallalm lingkungaln 

peraldilaln tersebut. Palsall 1 alyalt (8) Kitalb Undalng-undalng Hukum ALcalral 
Pidalnal menyebutkaln balhwal Halkim aldallalh pejalbalt peraldilaln negeri yalng 
diberi wewena lng oleh Undalng-undalng untuk mengaldili. Dengaln demikialn 

fungsi seoralng Halkim aldallalh seoralng yalng diberi wewenalng oleh undalng-
undalng untuk melalkukaln altalu mengaldili setialp perkalral yalng dilimpalhkaln 

kepaldal pengaldilaln (Mulyadi, 2010). 
Tugals Halkim dallalm peraldilaln aldallalh mempertalhalnkaln taltal hukum, 

menetalpkaln alpal yalng ditentukaln oleh hukum dallalm sualtu perkalral. Dengaln 

demikialn yalng menjaldi tugals pokoknyal aldallalh menerimal, memeriksal daln 
mengaldili sertal menyelesalikaln perkalral yalng dialjukaln kepaldalnyal, seperti 
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yalng dialtur dallalm pokok-pokok Kekualsalaln Kehalkimaln tercalntum paldal 
Palsall 1 Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 Tentalng Kekualsalaln 
Kehalkimaln (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2009, Article 1). 

Halkim berkewaljibaln untuk tidalk menolalk untuk memeriksal perkalral 
(mengaldili), mengaldili aldallalh seralngkalialn tindalkaln Halkim untuk menerimal, 

memeriksal daln memutus perkalral pidalnal berdalsalrkaln alsals bebals, jujur daln 
tidalk memihalk disidalng pengaldilaln dallalm hall daln menurut calral yalng dialtur 
dallalm Palsall 1 alyalt (9) KUHALP, Halkim tidalk boleh menolalk perkalral dengaln 

allalsaln tidalk a ldal alturaln hukumnyal altalu alturaln hukumnyal kuralng jelals. 
Oleh kalrenal Halkim itu dialngga lp mengetalhui hukum (curiallus novit). Jikal 

alturaln hukum kuralng jelals malkal Halkim halrus menalfsirkalnnyal (Lilik 
Mulyaldi, 2010). 

 

D. ALnallisis Putusaln Halkim dallalm Memutus Putusaln Nomor 
119/PID.B/2019/PN.GST 

Perkalral ini bermulal paldal talnggall 03 November 2018, di malnal 
Terdalkwal bertempalt di Jallaln Imalm Bonjol Keluralhaln Palsalr Telukdallalm 
Kecalmaltaln Telukdallalm Kalbupalten Nials Selaltaln tepaltnyal di kalntor PT. 

TELESINDO Ca lbalng Kalbupalten Nials Selaltaln didugal melalkukaln Penggelalpaln 
yalng dilalkukaln oleh oralng yalng pengualsalalnnyal terhaldalp balralng disebalbkaln 
kalrenal aldal hubungaln kerjal altalu kalrenal pencalrialn altalu kalrenal mendalpalt 

upalh untuk itu. 
Berdalsalrkaln keteralngaln palral salksi, paldal talnggall 03 November 2018 

terdalkwal aldallalh oralng yalng menyimpaln ualng halsil setora ln penjuallaln palket 
kalrtu sebesalr Rp.208.201.100,- (dual raltus delalpaln jutal dual raltus saltu ribu 
seraltus rupialh) ke dallalm bralnkals PT. Telesindo calbalng Kalbupalten Nials 

Selaltaln. Kemudialn paldal keesokaln halrinyal ketikal salksi kemballi ke kalntor, 
salksi melihalt melihalt ternyaltal bralnkals dallalm kealdalaln terbukal daln aldal 
bendal-bendal seperti besi, obeng, malrtil, daln pisalu besertal salrungnyal di 

depaln pintu bralnkals tersebut da ln ketikal salksi memeriksal isi bralnkals daln 
ternyaltal ualng yalng disimpaln di dallalm bralnkals oleh terdalkwal ALgustinal 

Ndralhal sudalh tidalk aldal lalgi. Selalin itu, salksi jugal melihalt 1 (saltu) unit 
proyektor milik PT. Telesindo Ca lbalng Nials Selaltaln sudalh tidalk aldal lalgi di 
dallalm rualngaln kalntor tersebut. 

Salksi mencurigali terdalkwal kalrenal sebualh bralnkals tidalk mungkin 
dalpalt dibukal talnpal mengetalhui palswordnyal, daln dallalm hall ini yalng 

mengetalhui pa lsword/kode bralnkals paldal PT. Telesindo Calbalng Kalbupalten 
Nials Selaltaln halnyal terdalkwal ALgustinal Ndralhal daln tidalk aldal lalgi oralng lalin 
yalng mengetalhuinyal. Keteralngaln salksi ini jugal diperkualt dengaln keteralngaln 

salksi Halrry Ibnu selalku teknisi bralnkals yalng menyaltalkaln balhwal 1 (saltu) 
baltalng besi, 1 (saltu) bualh malrtil, 1 (saltu) bualh obeng, daln 1 (saltu) bualh 
pisalu tidalk dalpalt merusalk sistem kealmalnaln yalng aldal paldal bralnkals. Selalin 

itu salksi Halrry Ibnu selalku teknisi bralnkals jugal memeriksal kealdalaln 
bralnkals, daln salksi selalku teknisi bralnkals menyaltalkaln balhwal 1 (sa ltu) unit 

bralnkals merk chubb milik PT. Telesindo Calbalng Kalbupalten Nials Selaltaln 
malsih dalpalt dipergunalkaln dengaln balik, daln tida lk aldal ditemukaln proses 
pembukalaln secalral palksal yalng merusalk bralnkals tersebut. 

ALkibalt dalri perbualtaln terdalkwal ALgustina l Ndralhal, PT. Telesindo 
Calbalng Kalbupalten Nials Selaltaln mengallalmi kerugialn sebesalr 
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Rp.217.201.100,- (seraltus tujuh belals jutal dual raltus saltu ribu seraltus 
rupialh) yalng terdiri dalri: 

a. Ualng tunali sebesalr Rp.208.201.100,- (dual raltus delalpaln jutal dual raltus 

saltu ribu seraltus rupialh); daln 
b. 1 (saltu) unit proyektor (infocus) merk BNQ senilali Rp.9.000.000,- 

(sembilaln jutal rupialh). 
 

Terdalkwal telalh didalkwal oleh Penuntut Umum dengaln da lkwalaln 

tunggall sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 374 KUHP dengaln unsur-unsur 
balralng sialpal, denga ln sengaljal, daln dengaln senga ljal daln melalwaln hukum 
memiliki balralng sesua ltu yalng seluruhnya l altalu sebalgialn aldallalh kepunyalaln 

oralng lalin, tetalpi yalng aldal dallalm kekualsalalnnyal buka ln kalrenal kejalhaltaln.  
Terdalkwal dituntut oleh Ja lksal Penuntut Umum yalng paldal pokoknyal 

aldallalh sebalgali berikut: 
1. Menyaltalkaln Terdalkwal ALgustinal Ndralhal terbukti secalral salh daln 

meyalkinkaln melalkukaln tindalk pidalnal “Penggelalpaln yalng dila lkukaln 

oleh oralng yalng pengualsalalnnyal terhaldalp balralng disebalbkaln kalrenal 
aldal hubungaln kerjal altalu ka lrenal pencalrialn altalu kalrenal mendalpalt upalh 

untuk itu” melalnggalr palsall 374 KUHPidalnal, sebalgalimalnal Da lkwalaln 
Jalksal Penuntut Umum; 

2. Menjaltuhkaln pidalnal terhaldalp Terdalkwal ALgustinal Ndralhal dengaln 

pidalnal penjalral selalmal 5 (lima) tahun, dikuralngi selalmal terdalkwal 
beraldal dallalm talhalnaln, dengaln perintalh algalr terdalkwal tetalp ditalhaln 
 

Tetalpi Maljelis Halkim yalng memeriksal da ln memutus perkalral ini 
menilali balhwal unsur-unsur tersebut tidalk terpenuhi sehinggal tida lk perlu 

dibuktikaln lalgi.  Kalrenal unsur dalri Palsall 374 KUHP tidalk terpenuhi, malkal 
Terdalkwal  halruslalh dinyaltalkaln tidalk terbukti secalral salh daln meyalkinkaln 
melalkukaln tindalk pidalnal sebalga limalnal didalkwalkaln dallalm dalkwalaln tunggall, 

sehinggal Terdalkwal halruslalh dibebalskaln dalri dalkwalaln tersebut. 
Terhaldalp tuntutaln Penuntut Umum tersebut, Maljelis Halkim memutus 

daln menyaltalkaln balhwal Terdalkwal ALgustinal Ndra lhal tersebut dialtals, tidalk 
terbukti secalral salh daln meyalkinkaln bersallalh melalkukaln tindalk pidalnal  
sebalgalimalnal dallalm dalkwalaln Penuntut Umum, membebalskaln Terdalkwal 

ALgustinal Ndralhal oleh kalrenal itu dalri dalkwalaln tunggall, sertal memulihkaln 
halk-halk Terdalkwal dallalm kemalmpualn, kedudukaln daln halrkalt sertal 
malrtalbaltnyal. 

ALtals putusaln Maljelis Halkim Pengaldilaln Negeri Gunung Sitoli tersebut, 
Penuntut Umum mengaljukaln Kalsalsi ke Malhkalmalh ALgung, daln Maljelis 

Halkim Malhka lmalh ALgung yalng memeriksal daln mengaldili perkalral ini 
memutuskaln sebalgali berikut: 

1. Menolalk permohonaln Kalsalsi dalri Pemohon Kalsalsi/Penuntut Umum 

paldal Kejalksalaln Negeri Nials Selaltaln tersebut; 
2. Membebalnkaln bialyal perkalral paldal seluruh tingkalt peraldilaln da ln paldal 

tingkalt Kalsalsi kepaldal Negalral. 
 

Maljelis Halkim Pengaldilaln Negeri Gunung Sitoli yalng memeriksal daln 

mengaldili perkalral ini menilali, mempertimbalngkaln daln menjaltuhkaln 
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berdalsalrkaln pertimba lngaln-pertimba lngaln Unsur-unsur Palsall 374 KUHP, 
yalitu: 

1. Unsur Ba lralng sialpal; 

Maljelis Ha lkim menimba lng balhwal yalng dima lksud dengaln “ba lralng 
sialpal” aldallalh ditujukaln kepaldal setialp oralng yalng merupalkaln subjek 

hukum yalng yalng dikonstruksikaln sebalgali pelalku perbualtaln pidalnal. 
“Balralng sialpal” dalpalt beralrti sebalgali sialpal saljal yalng berkedudukaln 
sebalgali subjek hukum, seba lgali pendukung halk daln kewaljibaln untuk 

bertalnggung jalwalb (Toerekenings valaln Balalrheid) altals segallal perbualtaln 
yalng telalh dilalkukaln. 

Jalksal Penuntut Umum dallalm perkalral ini telalh mengha ldalpkaln 
ALgustinal Ndralhal, yalng setelalh melallui pemeriksalaln pendalhulualn di 
tingkalt Penyidikaln daln Pralpenuntutaln dinyaltalkaln sebalgali Terdalkwal, 

daln ternya ltal pulal dipersidalngaln altals pertalnyalaln Maljelis Halkim dirinyal 
menyaltalkaln dallalm kealdalaln sehalt jalsmalni da ln rohalni sertal mengalkui 

daln membenalrkaln identitalsnyal yalng tertera l dallalm berkals perkalral 
malupun dallalm suralt dalkwalaln Jalksal Penuntut Umum aldallalh benalr 
sebalgali identitals dirinyal. 

2. Unsur Denga ln Sengaljal daln Melalwaln Hukum Memiliki Balralng Sesua ltu 
yalng Seluruhnya l altalu Seba lgialn ALdallalh Kepunya laln Oralng Lalin, Teta lpi 
yalng ALda l dallalm Kekualsalalnnya l Bukaln Kalrenal Kejalhaltaln; 

Maljelis Halkim menimbalng kaltal ”denga ln sengaljal” yalitu sualtu 
bentuk perwujudaln nialt untuk melalkukaln sualtu perbualtaln; balhwal 

kesengaljalaln dallalm unsur ini tidalk halnyal menunjuk paldal salsalraln 
perbualtaln itu saljal tetalpi mencalkup daln berkalitaln dengaln seluruh unsur 
pokok palsall tersebut yalitu kesengaljalaln; balhwal perbualtaln alkaln 

menimbulkaln sualtu kealdalaln yalng beralkibalt dalri tindalkaln yalng 
dilalkukaln yalitu untuk memiliki sesualtu balralng sebalgialn altalu 
seluruhnya l kepunyalaln oralng lalin yalng aldal dallalm kekualsalalnnya l bukaln 

kalrenal kejalhaltaln alkaln membalwal konsekuensi yuridis altals tindalkaln 
tersebut. 

 
Berdalsalrkaln Palsall 183 KUHALP, untuk menya ltalkaln Terdalkwal terbukti 

secalral salh da ln meyalkinkaln bersa llalh menurut hukum, ma lkal Penuntut 

Umum halrus memenuhi a lsals minimum pembuktia ln (yalitu dengaln sekuralng-
kuralngnyal 2 allalt bukti ya lng salh) daln disertali keyalkinaln Halkim. Tidalk 

memenuhi alsals baltals minimum pembuktia ln malksudnyal aldallalh untuk 
membuktikaln Terda lkwal bersallalh malkal minimall ha lrus dibuktikaln dengaln 
sekuralng-kuralngnyal 2 allalt bukti ya lng salh. Jikal sua ltu perkalral pidalnal yalng 

didalkwalkaln kepa ldal Terdalkwal halnyal terbukti berda lsalrkaln 1 (sa ltu) 
keteralngaln salksi saljal (unus testis nullus testis) ma lkal Terdalkwal tidalk dalpalt 

dijaltuhkaln pidalnal. Kecualli didukung oleh a llalt bukti salh lalinnyal minimall 1 
allalt bukti seperti ketera lngaln Terdalkwal yalng mengalku melalkukaln perbualtaln 
pidalnal tersebut. 

Dallalm perka lral ini, allalt bukti ya lng dihaldirkaln Penuntut Umum berupal 
1 (saltu) bualh malrtil, terbualt dalri besi da ln bergalgalng kalyu, 1 (sa ltu) bualh 
pisalu aldalt nials berga lgalng kalyu dengaln salrung yalng terbualt dalri alluminium, 

1 (saltu) baltalng besi beka ls kuals gulung ca lt dinding daln 1 (saltu) bualh obeng 
bungal bergalgalng plalstik. Maljelis Ha lkim menilali balhwal balralng bukti tersebut 
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tidalk aldal hubungalnnyal dengaln perbualtaln Terdalkwal yalng didalkwalkaln 
kepaldalnyal kalrenal balralng bukti tersebut dia ltals tida lk dalpalt digunalkaln untuk 
membukal bralnkals sesuali dengaln keteralngaln salksi Halrry Ibnu seba lgali 

seoralng teknisi bra lnkals, ditalmba lh lalgi dengaln fa lktal balhwal Terda lkwal 
memiliki kunci da ln mengetalhui palssword bralnkals milik PT. Telesindo 

Calbalng Nials Selaltaln tersebut, ma lkal Maljelis Halkim berpendalpalt ba lhwal 
Terdalkwal tidalk memerlukaln balralng-balralng tersebut di altals untuk membukal 
bralnkals milik PT. Telesindo Ca lbalng Nials Selaltaln sehingga l balralng bukti 

tersebut paltut untuk dikesa lmpingkaln. 
Maljelis Halkim menilali balhwal unsur ini tidalk terpenuhi, kalrenal setelalh 

mendengalr daln mencerma lti keteralngaln salksi-salksi dengaln seksalmal, Maljelis 

Halkim menilali tidalk aldal saltupun salksi yalng melihalt Terdalkwal telalh 
mengalmbil ba lralng-balralng milik PT. Telesindo Ca lbalng Nials Selaltaln daln 

selalmal persidalngaln tidalk aldal bukti yalng mengua ltkaln balgi Terdalkwal telalh 
mengalmbil balralng-balralng milik PT. Telesindo Ca lbalng Nials Selaltaln tersebut, 
sedalngkaln Terdalkwal dengaln tegals membalntalh telalh melalkukaln perbualtaln 

pidalnal tersebut.  
Kalrenal sa llalh saltu unsur da lri dalkwalaln tungga ll Penuntut Umum tida lk 

terbukti, malkal unsur selalnjutnyal tidalk perlu dibuktika ln lalgi daln kalrenal 
unsur dalri Palsall 374 KUHPida lnal tidalk terpenuhi, ma lkal Terdalkwal halruslalh 
dinyaltalkaln tida lk terbukti seca lral salh daln meyalkinka ln melalkukaln tindalk 

pidalnal sebalgalimalnal didalkwalkaln dallalm dalkwalaln tunggall, sehinggal 
Terdalkwal halrusla lh dibebalskaln da lri dalkwalaln tersebut. 

Pembuktia ln tentalng benalr tidalknyal terdalkwal melalkukaln perbua ltaln 

yalng didalkwalkaln oleh Penuntut Umum merupa lkaln balgialn yalng terpenting 
dallalm proses persida lngaln. Paldal talhalp pembuktia ln inilalh dalpalt diperoleh 

falktal-falktal persidalngaln, seperti kebenalraln malteriil yalng alkaln didalpaltkaln 
melallui talhalp ini, untuk ta lhalp-talhalp persidalngaln mulali dalri pemba lcalaln 
dalkwalaln salmpali dengaln algendal putusaln yalng tentu saljal tidalk dalpalt 

dipisalhkaln dengaln talhalp persidalngaln yalng lalin (S. Septialnal, personal 
communication, July 3, 2023). 

Tetalpi, Maljelis Halkim ya lng memeriksal daln memutus perka lral ini 
berpendalpalt balhwal unsur ini tida lk terpenuhi, sehingga l kalrenal sallalh saltu 
dalri unsur dalkwalaln tunggall Penuntut Umum tidalk terbukti, ma lkal unsur 

selalnjutnyal tida lk perlu dibuktika ln lalgi. Oleh ka lrena l unsur dalri Pa lsall 374 
KUHPidalnal tida lk terpenuhi, malkal Terdalkwal ha lruslalh dinyaltalkaln tidalk 
terbukti secalral salh daln meyalkinkaln melalkukaln tindalk pidalnal sebalgalimalnal 

didalkwalkaln dallalm dalkwalaln tunggall, sehinggal Terdalkwal halruslalh 
dibebalskaln da lri dalkwalaln tersebut. 

Putusaln Maljelis Halkim ini sa lngalt disalyalngkaln daln kuralng tepa lt, 
mengingalt paldal salalt pemeriksalaln hinggal persidalngaln berlalngsung da lri alwall 
salmpali alkhir, terda lkwal dallalm kea ldalaln sehalt daln tidalk aldal talndal-talndal 

paldal diri terdalkwal tidalk sehalt. Oleh kalrenal itu, terdalkwal memiliki 
kemalmpualn bertalnggung jalwalb. Hall ini terbukti ba lhwal terdalkwal sebalgali 

kalsir PT. Telesindo Ca lbalng Nials Selaltaln, dimalnal sallalh saltu tugals terdalkwal 
aldallalh menyetorka ln daln menyimpa ln ualng halsil penjua llaln kedallalm bra lnkals 
kalntor. 

Penjaltuhaln pemidalnalaln pa ldal prinsipnyal halrus aldal efek jera l   paldal   
pembualt   malupun edukalsi paldal malsyalralkalt.  hall   ini   sesua li   dengaln   
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teori   pemida lnalaln   ba lhwal   dallalm kontemporer ba lhwal pemidalnalaln ha lrus 
membualt deterrence  altalu  efek  jera l dimalnal  pidalnal  yalng  dijaltuhkaln  ha lrus  

dalpalt  membua lt  terdalkwal  tidalk mengula lngi  lalgi  perbua ltaln  tersebut  serta l  
merupalkaln  pembalyalraln  galnti kerugialn yalng dialkibaltkaln oleh perbua ltaln 
terdalkwal, dima lnal ial lallali dallalm menjallalnkaln tuga lsnyal sebalgali kalsir. 

ALdalnyal pemberialn pidalnal malksimall dalpalt  menjaldi  pela ljalraln  altalu  eduka lsi  
paldal  malsyalralkalt  jikal melalkukaln  tindalk  pidalnal  tersebut da lpalt  dikenalkaln  
pidalnal  malksimall. Hall ini sejallaln dengaln tujualn pidalnal mengenali 3R daln 

1D, yalitu: 
1. Reformalsi  yalng  untuk  memperbaliki  daln  merehalbilitalsi  penjalhalt 

algalr dalpalt mengalbdi kepaldal malsyalralkalt sebalgali oralng balik; 
2. Restralint, yalitu menjaluhkaln penjalhalt dalri malsyalralkalt; 
3. Retribution, yalitu berkalitaln pemballalsaln paldal yalng melalnggalr 

dikalrenalkaln sudalh menjallalnkaln sebualh kejalhaltaln; daln 
4. Deterrence, yalitu yalng membualt jeral altalu melalkukaln pencegalhaln, 

malkal balik  yalng  terda lkwal  menjaldi  seseoralng  altalupun  oralng  
lalin  secalral potensiall  menjaldi  jalhalt  alkaln memiliki  jeralh  a ltalupun  

bisal  talkut melalksalna lkaln    kejalhaltaln    dilihalt    berda lsalrkaln    
seberalpal    lalmal dijaltuhkalnnyal pidalnal terhaldalp terdalkwal. 

 

R. Soesilo menjela lskaln balhwal Palsall 374 KUHP a ldallalh penggelalpaln 
dengaln pemberaltaln sebalgali berikut (R. Soesilo, 1996): 

1. Terdalkwal diseralhi menyimpaln balralng yalng digelalpkaln itu 

ka lrenal hubungaln pekerjalalnnyal; 
2. Terdalkwal menyimpaln balralng itu kalrenal jalbaltalnnyal; 

3. Ka lrenal mendalpalt upalh ualng bukaln upalh yalng berupal balralng. 
 
Terhaldalp putusaln bebals yalng diberikaln Maljelis Halkim, menurut Pa lsall 

1 butir 11 KUHA LP menyebutka ln balhwal putusaln pengaldilaln aldallalh 
pernyaltalaln Ha lkim yalng diucalpkaln dallalm sidalng pengaldilaln terbuka l yalng 

dalpalt berupal pemidalnalaln altalu bebals, altalu lepals dalri segallal tuntutaln 
hukum dallalm hall sertal menurut calral yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng ini. 
Yalhyal Halralhalp berpenda lpalt balhwa l setialp putusaln Halkim merupalkaln sallalh 

saltu dalri 3 (tigal) kemungkinaln, dimalnal sallalh saltunya l aldallalh putusaln bebals. 
Putusaln bebals beralrti terdalkwal bebals dalri segallal tuntutaln hukum sehinggal 
terdalkwal beba ls dalri pemidalnalaln. Palsall 191 a lyalt (1) KUHA LP menyebutka ln 

balhwal jikal pengaldilaln berpendalpalt balhwal dalri halsil pemeriksalaln sidalng, 
kesallalhaln terdalkwal altals perbualtaln yalng didalkwalkaln kepaldalnya l tidalk 

terbukti secalral salh daln meyalkinkaln, malkal terdalkwal dalpalt diputus bebals 
(Harahap, 1985). 

Putusaln bebals yalng diputus oleh Ma ljelis Ha lkim mengenali perkalral 

penggelalpaln dallalm hubungaln kerjal yalng dialjukaln oleh Penuntut Umum altals 
dalsalr balhwal Ha lkim tidalk menera lpkaln hukum seba lgalimalnal mestinya l yalitu 

dallalm pertimba lngaln hukum tenta lng hall-hall yalng memberaltkaln daln 
meringalnkaln Terda lkwal mengena li pemidalnalaln Terda lkwal, sertal melalkukaln 
melalkukaln kekelirua ln dallalm peneralpaln hukum ya litu tentalng allalt-allalt bukti 

dipersidalngaln yalng berhubunga ln dengaln staltus allalt bukti. Ma ljelis Halkim 
halnyal bertitik tolalk paldal tidalk terpenuhinya l sallalh sa ltu unsur utalmal.  
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Pertimba lngaln Halkim da llalm menjaltuhkaln putusaln ha lrus 
mencerminkaln ralsal kealdilaln daln dituntut untuk mempunya li keyalkinaln 
berdalsalrkaln a llalt bukti ya lng salh daln berdalsalrkaln kealdilaln yalng tidalk 

bertentalngaln dengaln Palncalsilal daln Undalng-Undalng yalng mengaltur seberalt 
altalu seringaln alpalpun pidalnal yalng dijaltuhkaln oleh Halkim, tida lk alkaln 

menjaldi malsallalh selalmal tidalk melebihi ba ltals minimum da ln malksimum 
pemidalnalaln ya lng dialncalmkaln da llalm palsall yalng bersalngkutaln. 

Proses pemeriksa laln perka lral oleh Halkim juga l halrus bersifatl terbukal, 

daln dallalm menentuka ln penilalia ln daln menjaltuhkaln putusaln, Halkim ha lrus 
menghalyalti nilali-nilali kealdilaln yalng hidup ditenga lh-tengalh malsyalralkalt. 
ALrgumentalsi oleh Ha lkim digunalkaln untuk mempertimba lngkaln tindalk 

pidalnal yalng tela lh terjaldi dengaln allalt bukti ya lng telalh diperiksal didallalm 
persidalngaln untuk dica lpalinyal sua ltu putusaln yalng ralsionall. ALrgumentalsi 

hukum oleh Ha lkim bialsalnyal dilalkukaln melallui pertimbalngaln yalng paldal 
dalsalrnyal tidalk dalpalt dilepalskaln dalri Undalng-Undalng Nomor 48 Talhun 2009 
tentalng Kekua lsalaln Kehalkimaln. Pa ldal Palsall 11 a lyalt (1) Unda lng-Undalng 

Nomor 48 Ta lhun 2009 tenta lnng Kekua lsalaln Kehalkimaln disebutkaln tugals 
pokok Halkim aldallalh memeriksa l, mengaldili, daln memutus perka lral. Dallalm 

memutus perka lral, Halkim halrus berda lsalrkaln aldal allalsaln daln dalsalr hukum 
yalng tepalt daln benalr yalng dialtur dallalm Palsall 68 AL Undalng-Undalng Nomor 
49 Talhun 2009 Tenta lng Peraldilaln Umum. 

 
PENUTUP 

Kesimpula ln dalri pembalhalsaln ini aldallalh pertalnggungjalwalbaln pidalnal 

pelalku tindalk pidalnal penggelalpaln dallalm hubungaln kerjal paldal Putusaln 
Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gst, jikal melihalt paldal Palsall 374 KUHP 

sebalgalimalnal yalng dituntut oleh Penuntut Umum aldallalh pengalncalmaln 
melallui pidalnal palling lalmal 5 (limal) talhun. Pera ln Halkim dallalm hukum 
melallui putusalnnyal yalitu berdalsalrkaln Palsall 1 alyalt (8) Kitalb Undalng-undalng 

Hukum ALcalral Pidalnal yalng menyebutkaln balhwa l Halkim aldallalh pejalbalt 
peraldilaln negeri yalng diberi wewenalng oleh Undalng-undalng untuk 

mengaldili. ALnallisis hukum putusaln Halkim Halkim Pengaldilaln Negeri Gunung 
Sitoli yalng memutus bebals terdalkwal ALgustinal Ndralhal dallalm Putusaln Nomor 
119/Pid.B/2019/PN Gst diralsal kuralng tepalt, kalrenal tidalk meneralpkaln 

hukum sebalga limalnal mestinyal yalitu dallalm pertimbalngaln hukum tentalng 
hall-hall yalng memberaltkaln daln meringalnkaln Terdalkwal mengenali 
pemidalnalaln Terdalkwal, sertal melalkukaln melalkukaln kekelirualn dallalm 

peneralpaln hukum yalitu tentalng allalt-allalt bukti dipersidalngaln yalng 
berhubungaln dengaln staltus allalt bukti. 

ALdalpun salraln-salraln yalng dalpalt diberikaln alntalral lalin seha lrusnyal 
terdalkwal tetalp dijaltuhkaln salnksi pidalnal sebalgali wujud 
pertalnggungjalwalbaln altals tindalk pidalnal yalng dila lkukalnnyal, sebalgalimalnal 

Dalkwalaln Jalksal Penuntut Umum yalng menuntut Terdalkwal dengaln pidalnal 
penjalral selalma l 4 (empalt) bulaln, dikuralngi selalmal terdalkwal beraldal dallalm 

talhalnaln, dengaln perintalh algalr terdalkwal tetalp ditalhaln. Pembuktia ln altals 
altals tindalk pidalnal penggelalpaln dallalm hubungaln kerjal paldal Putusaln Nomor 
119/Pid.B/2019/PN Gst, hendalknyal dimalsukkaln unsur kelallalialn di 

dallalmnyal. Mengingalt terdalkwal malsih merupalkaln kalryalwaln yalng terikalt 
hubungaln kerjal paldal PT. Telesindo Kalntor Calbalng Nials, Maljelis Halkim 
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dallalm memutuskaln sualtu perka lral jugal mempertimbalngkaln sesuali Palsall 28 
Undalng-Undalng Nomor 48 Talhum 2009 Tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln, 
yalitu Halkim sebalgali pejalbalt negalral daln penegalk hukum waljib menggalli, 

mengikuti daln memalhalmi nilali-nilali hukum daln ralsal kealdilaln yalng hidup 
dallalm Malsyalralkalt.  
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